6.1

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1. Hasil analisis kelayakan dengan menggunakan metode Payback Periode
menunjukan bahwa waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal

investasi sebesar Rp.12.000.000.000 adalah 4 tahun 17 hari.

2. Kemampuan investasi Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN) dapat
memberikan keuntungan terhadap jumlah modal yang ditanamkan, dimana
pada perhitungan Accounting Rate of Return (ARR) ditunjukan bahwa
tingkat keuntungan yang di peroleh dengan menjalankan pembangunan
perumahan ini adalah sebesar 298,25% lebih besar dari tingkat keuntungan
yang disyaratkan yaitu 100%, maka keputusan investasi layak diterima

untuk pembangunan perumahan Puri Manulai Indah untuk dilaksanakan.

3. Hasil analisis menunjukan bahwa analisis kelayakan dengan menggunakan
metode Net Present Value (NPV) menunjukan hasil yang positif yakni
sebesar Rp.9.443.554.400, yang artinya bahwa keputusan investasi layak

diterima untuk membangun perumahan Puri Manulai Indah.
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6.2

Saran

1. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju perlu melaksanakan pembangunan
perumahan Puri Manulai Indah dengan baik sesuai rencana yang telah
dibuat guna memperoleh laba yang maksimal.

2. Bagi pihak Koperasi Pegawai Negeri Maju dan pihak perbankan perlu
mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan perumahan Puri Manulai
Indah dengan baik agar pembangunan perumahan tersebut dapat terlaksana
sesuai rencana.

3. Perlu adanya kerja sama yang baik antara Koperasi Pegawai Negeri Maju
dan pihak perbankan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan Puri
Manulai Indah, sehingga dalam keberlangsungan kerjasama ini dapat

dipertahankan untuk investasi pada masa yang akan datang.
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